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TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

KABUPATEN NIAS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi atas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tidak sesuai
dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan Rencan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 maka
perlu diadakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor
11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2023;

. bahwa berdasarkan pasar 343 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat
ketidaksesuaian;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan
Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses  Perencanaan dan = Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021
Nomor 24 Seri D);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2023.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 250 Seri E), diubah sebagai
berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A,
Pasal 3B dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias

Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BabI  Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Priorias Pembangunan Daerah

Bab V  Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

Pasal 3B

Peraturan Bupati tentang Perubah RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 355 ayat (2) dijadikan sebagai:

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.



Pasal 3C

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2022 dimaksud pada Pasal 3A sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI NIAS,
ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
28 Juli 2023

, '\
N\BERDAMAIAN ZAI
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BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias
Tahun 20221 disusun untuk percepatan pencapaian target kinerja
pembangunan yang tertuang di dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten
Nias. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama
untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD
Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 memiliki peran yang penting yaitu
menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias
Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023. Namun dalam
penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Nias Tahun 2023.

Seluruh perangkat daerah menjadikan Perubahan RKPD sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas
pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana
secara berkelanjutan, terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi
terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan
berkelanjutan serta tepat sasaran dengan berlandaskan pada prinsip untuk
mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BUPATI NIAS,
ttd

YAATULO GULO

DAERAH KABUPATEN NIAS,
\

ERDAMAIAN ZAI



